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PERATHRAN DAFRAH PROPINST DAERAH TINGKAT T LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 1997
TENTANG

ORGANTSAST DAN TATAKFRJA
KANTOR PENGHURUNG PEMERTNTAH PROPINST
NAFRAH TINGKAT T T.AMPUNG DT JAKARTA

NENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FESA

GURERNIIR KEPALA DAFRAH TTINGKAT T TLAMPUNG,

Menimhang @ a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Daerah Tingkat 1
lLLampung, maka Peraturan NDaerah Propinsi Daerah
Tihgknt I Lampung Namor 10 Tahun 1994 tentang
Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah
Propinsi Naerah Tingkat T Tampung di Jakaria yang
berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
24 Tabhun 1993 tidak sesuai lagi dengan bebhan tugas
dan volume kerja, sehingga perlu ditinjan kembhali;

b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Nalam Negeri
Nomor 100 Tahun 1997 tentang Pedowan Organisasi dan
Tatakerja Kantor Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat
I Lampung, .Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara,
maka Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung
Pemerintah DRaerah Tingkat T Lampung di Jakarta harus
disempurnakan;

hahwa  penyempurnaan Qrganisasi dan Tatakerja
sehagaimana tersebut pada huruf b diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat @ 1. Uindang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
NDaerah Tingkat 1 TLampung (lTembaran Negara Tahun 1964
Nomor 95, Tambahan T.embaran Negara Nomor 268R):

2. Imdang-lindang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan NDi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan TLembaran Negara Nomor 3037):

1. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1988 lentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah
(lLLembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan
l.embaran Negara Nomor 3373);



Menetapkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat T dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat T;:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomoar 97 tahun 1993
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan
Wilayah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1997
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor
Penghubung Pemerintah Daerah Tingkat T Lampung, Jawa
Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH
PROPINST DAFRAH TINGKAT T LAMPUNG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROPINST DAERAH TINGKAT | 1.AMPUNG
TENTANG ORGANTSAST DAN TATAKERJA KANTOR PENGHURBRUNG
PEMERINTAH PROPINST DAERAH TINGKAT T LAMPUNG DT JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Nalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a.

[+

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat T TLampung ;

Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat T
lL.ampung ;

Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat T Lampung di Jakarta:

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penghubung
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat T TLampung di
Jakarta;

nit Pelaksana Daerah adalah Unit Pelaksana Daerah
Propinsi Daerah Tingkat T lLampung;



f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung ;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSIT

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) Kantor Penghubung merupakan Unit Pelaksana Daerah
yang berkedudukan di Jakarta.

(2) Kantor Penghubung berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Daerabh melalui Sekretaris
Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.

{3) Kantor Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
yang secara fungsional merangkap sebagai pimpinan
Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah serta
pembina dan pengelola asrama mahasiswa.

Bagian Kedua
T upgas

Pasal 3

Kantor Penghubung mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan hubungan antar Jembaga, membina masyarakat
daerah, mengelola mes dan asrama mabasiswa milik
Pemerintah Daerah, promosi dan mengelola Anjungan Daerah
di Taman Mini Tndonesia Indah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Ontuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3
Peraturan Daerah ini, Kantor Penghubung mempunyai fungsi:

a. Penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah,
Departemen, Lembaga Pemerintah Nom Departemen dan
Swasta di Jakarta serta Daerah lainnya;

b. Pelaksanaan pelayanan terhadap kegiatam Pejabat
ataupun petugas dari Daerah yang melaksanakan tugas
kedinasan di Jakarta serta Daerah lainnya;



c. Pelaksanaan pembinaan masyarakat Daerah yang ada di
Jakarta serta Daerah lainnya;

. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi
Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

e. Pelaksanaan promosi Daerah yang meliputi pembangunan,
ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;

f. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan mes, asrama
mahasiswa dan Anjungan Daerah di Taman Mini TIndonesia
Indah;

Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga mes,
asrama mahasiswa dan Anjungan Daerah di Taman Mini
Indonesia Indah,.

4]

RAR TTT
ORGAN1S5AST

Ragian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal §

1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung terdiri dari
a. Kepala Kantor;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Ridang Hubungan Antar Lembaga;
d. Bidang Promosi dan Informasi;
e. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penghubung
sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Ragian Kedua
Ragian Tata Usaha

Pasal 6

Ragian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan. surat
menyurat dan pelaporan,

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6
Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. melaksanakan urusan kepegawaian;

b. melaksanakan urusan keuangan;
¢c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan.
surat menyurat dan menyusun laporang



